
BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR'fj TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 82

TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Bupati Subang Nomor 82 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2021, ada beberapa
penambahan komponen tarif belanja yang perlu
disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini baik
materi ketentuannya maupun nilainya sehingga perlu
dilakukan perubahan;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Subang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
LingkunganPropinsiDjawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistcm Informasi Pemcrintahan Daerah (Bcrita
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 90 Tahun 2019
tcntangKlasifikasi.Kodcfikasi, dan
NomenklaturPerencanaan Pcmbangunan dan Keuangan
Dacrah (Bcrita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah
(Bcrita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun
2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021
Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Susunan organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten
Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019
Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
AtasPeraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2021
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tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor
61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Badan Kabupaten Subang (Berita Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Subang Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

-

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor
82 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor
82), diubah sebagai berikut:

1
. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 9

Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdapat
penambahan besaran atau komponen belanja
kegiatandengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel
setelah dicermati oleh TAPD, untuk kemudian dilakukan
penyesuaian Standar Satuan Harga melalui Peraturan
Bupati terkait Perubahan Standar Satuan Harga.
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Pa sal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva. memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

di Subang

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR

I
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